A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB III di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor
234/Pdt.G/2021 adalah karena terjadi salah sangka atau penipuan oleh

suaminya.

Pada sebelum terjadinya perkawinan, Termohon tidak pernah
menjelaskan keadaan dirinya kepada Pemohon. Setelah perkawinan
dilaksanakan, Termohon diketahui masih mempunyai hubungan dengan wanita
lain dan sering melakukan hubungan suami istri, bahkan sempat dinyatakan
hamil. Dengan kebenaran yang terungkap, Pemohon tidak ingin melanjutkan
perkawinan dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke

Pengadilan Agama Solok.

Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam

Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021

a. Setelah terjadinya perkawinan, Pemohon mengetahui kebohongan yang
dilakukan oleh Termohon dari unggahan facebook kakak ipar Termohon,
bahwa Termohon masih mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah
sering melakukan hubungan intim. Maka dari itu, Pemohon mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Solok.

b. Keputusan pembatalan perkawinan didasarkan pada pertimbangan adanya
fakta-fakta dalam persidangan yang dinyatakan telah terbukti dan cukup

alasan bahwa istri (pemohon) salah sangka kepada suami (termohon) yang



masih memiliki hubungan dengan wanita lain dan sering melakukan

hubungan suami istri.

c. Penafsiran hakim terhadap salah sangka mengenai diri suami atau istri
sebagai alasan pembatalan perkawinan yaitu suatu keadaan dimana terdapat
salah persangkaan atau kekeliruan terkait keadaan diri pasangan kawin yang

belum diketahui pada saat perkawinan dilangsungkan.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

a. Sebelum melaksanakan perkawinan, sebaiknya antara calon suami dan istri

harus saling jujur mengenai keadaan diri dari masing-masing pihak

b. Sebaiknya saling mengenal lebih jauh lagi mengenai status atau diri dari
calon pasangannya, dan mempertimbangkan kembali jika ingin melakukan
perkawinan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya salah sangka setelah

perkawinan.

c. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal,
khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan
suatu yang suci dan sakral. Dengan hal ini, hendaknya perkawinan haruslah
dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku,
sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidak

terulang kembali.
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